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BIDANG HUKUM  
 
 

 

 
 

        

              NAMA SOP 
 :                             

                                    SOP PELAYANAN BANTUAN HUKUM 

                                     

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN : 

 
1. Undang-Undang  No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 

 

2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat & Tata Cara Pemberian 
Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum 
 

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 63 Tahun 2016 Tentang  Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pemberian Bantuan Hukum 
 

 

 

1. Memiliki Kemampuan menganalisa data 

2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 
1.  Bantuan Hukum 
2.  Organisasi Bantuan Hukum 

1. Program Kerja  
2. TOR 
3. Komputer/Printer/Scaner 
4. ATK 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka layanan penyaluran dana bantuan hukum  tidak 
dapat dilaksanakan. 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



 
 
No 

 
 

 

Pelaksana 
  

Mutu Baku 
 

Ket 

 
Uraian 

 
OBH 

 
Operator 

Sidbankum 

 
Kabid 

Hukum 
 

 
Kadiv  

Yankum 
 

 
Bendahara 

 
Perlengkapan 
 

 
Waktu 

 

 
Output 

 

 

 
 1 

 
Permohonan melalui aplikasi Sidbankum 

      
Komputer, 
Internet 
   

 
5 Menit  

 
Terdatanya 
jumlah 
permohon 

 

 
 2 

 
     Verifikasi Tahap 1  

 

      
Komputer, 
Internet 

 

 
 

 5 Menit 

 
Validasi 
Berkas 

 

 

  
 3 

 
 

Verifikasi Tahap 2 

    
  

 

Komputer, 
Internet 
 

 
 

 5 menit 

 
Validasi 
Berkas 

 

 

 
 4 

 
Membuat BAST sesuai permohonan 

 

      
Komputer, 
Internet 

 

 
 
 5 menit 

 
Dokumen 

BAST 

 

 
 5 

 
Verifikasi BAST oleh Kabid Hukum dan 

Kadiv Yankum 
 

      
 

 

 Berkas BAST 

 
 
 

 5 menit 

 
 

Persetujuan 
BAST 

 

 
 6 

 
Pengajuan Bendahara untuk pembuatan 

SP2D 
 

      
  
 Berkas SP2D 
 

 
 
 1  hari 

 
 

Proses 
pencairan 

 

 

7. 

 

Terbit SP2D OBH Menerima Pencairan 
Dana  

      
   Kwitansi 
 Pembayaran 

 
 1 hari 

 
Penerimaan 

Dana 

 



 


